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P  U  T  U  S  A  N

No.  73 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  Perkara  Tata  Usaha  Negara  dalam  pen in jauan  

kembal i  te lah  mengambi l  putusan  sebaga i  ber i ku t  da lam 

perkara  :

BUPATI  MALUKU TENGGARA,  berkedudukan  di  Ja lan  

Gajah  Mada  No.  1,  Tual ,  da lam  hal  in i  member i  

kuasa  kepada  :   1.  P.B.  Roy Rahajaan ,  SH. ,M.S i . ,  

Kepala  Bagian  Hukum dan  HAM Setda  Malra ,  2.  M.S.  

Ing ra tubun ,  SH. ,  Sta f  Bagian  Hukum dan  HAM Setda  

Malra  dan 3.  T.L .U .  Koedoeboen,  SH. . ,  Sta f  Bagian  

Hukum dan  HAM Setda  Malra ,  ket i ganya  bera lamat  

Kanto r  d i  Ja lan  Jendera l  Soedi rman,  Langgur ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa Khusus  7 Januar i  2010;

Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahulu  

Tergugat /Pemband ing ;  

M e l  a w a n

Drs .  NURDIN  RAHAWARIN,  MM.,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  PNS,  ber tempat  t i ngga l  d i  

Ja lan  Haj i  A.G.  Renuat  Tual ,  Samping  Lapangan  

Lodar  El ;

Termohon  Penin jauan  Kembal i   dahulu  

Penggugat /Te rband ing ;

Mahkamah Agung te rsebu t ;

Menimbang,  bahwa dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  

Tergugat /Pemband ing  te l ah  mengajukan  permohonan  

pen in jauan  kembal i  te rhadap  putusan  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha Negara  Makassar  No.  77/B .TUN/2009 /PT.TUN.Mks.  

yang   te l ah  berkekua tan  hukum te tap ,  da lam  perkaranya  

melawan  Termohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  sebaga i  

Penggugat /Te rband ing  dengan  pos i t a  perkara  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Bahwa yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  
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ada lah  Sura t  Keputusan  Tergugat  No.  

821.2 /SK/39 / J / 2008 ,  ten tang  Pemberhent i an  Sementara  

Drs .  Nurd in  Rahawar in ,  MM.  dar i  Jabatan  Sekre ta r i s  

Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  tangga l  8  Agustus  

2008,  dan oleh  karena  gugatan  in i  d ia j ukan  masih  da lam 

tenggang  waktu  sebaga imana  d ia tu r  da lam  Pasa l  55  

Undang- Undang  No.  5 Tahun  1986  jo  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

gugatan  in i  seyogyanya  patu t  d i te r ima ;

2. Bahwa sebe lumnya  jaba tan  Tergugat  ada lah  Waki l  Bupat i  

Maluku  Tenggara ,  kemudian  diangka t  menggant i kan  Bupat i  

Maluku  Tenggara  yang  mengundurkan  di r i  untuk  

dica lonkan  menjad i  Calon  Bupat i  Maluku  Tenggara  

Per iode  2008- 2013;  

3. Bahwa Penggugat  mengajukan  gugatan  melawan  Tergugat ,  

d imana  Sura t  Keputusan  (obyek  sengketa )  yang  

dike lua r kan  o leh  Tergugat  te l ah  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i dua l  dan  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum 

bag i  Penggugat  sesua i  dengan  keten tuan  Pasa l  1  ayat  

(3 )  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  jo  Undang- Undang  

No.  9 Tahun 2004 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;

4. Bahwa  Penggugat  se lama  menjad i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

sampai  pada menduduk i  Jabatan  Sekre ta r i s  Daerah  Maluku  

Tenggara ,  t i dak  pernah  melakukan  perbua tan  yang  

merug ikan  kepent i ngan  Negara  ataupun  orang  la i n ,  

bahkan  t i dak  pernah  melakukan  pelanggaran  dis i p l i n  

ba ik  ha l  yang  menurunkan  kehormatan  atau  kepent i ngan  

di r i  send i r i  dan  orang  la i n  dan  se la l u  membangun  

komunikas i ,  koord inas i  yang  ba ik  dan  harmonis  dengan  

Tergugat ;

5. Bahwa namun secara  d iam- diam tanpa  a lasan  hukum yang  

sah,  dan senga ja  melakukan  perbua tan  yang  ber ten tangan  

dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku ,  

t i ba - t i ba  Tergugat  menggunakan  wewenangnya  untuk  

tu juan  la i n ,  member ikan  Hukuman Dis ip l i n  Bera t  kepada  

Penggugat ,  dengan  alasan  sebaga imana  te rcan tum  dalam 

obyek  sengketa  huru f  (a ) ,  bahwa  Penggugat  kurang  

membangun komunikas i  dan t i dak  loya l  dan su l i t  beker j a  
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sama dengan Tergugat ;

6. Bahwa dar i  Sura t  Keputusan  Tergugat  (obyek  sengketa )  

te rsebu t  d i  atas  Penggugat  karena  merasa  t i dak  pernah  

melakukan  perbua tan  sebaga i - mana  di tuduhkan  Tergugat  

da lam per t imbangannya  huru f  (a )  Sura t  Keputusan  (obyek  

sengketa ) ,  maka  Penggugat  membuat  laporan  kepada  

Gubernur  Maluku  tangga l  9 Agustus  2008;

7. Bahwa oleh  karena  Sura t  Penggugat  yang  per tama  t i dak  

di t anggap i  o leh  Gubernur ,  maka  se lan ju t nya  Penggugat  

menyura t i  Gubernur  Maluku ,  yang  keduaka l i n ya  Sura t  No.  

800/2126 ,  s i f a t  segera ,  per iha l  Pembata lan  Sura t  

Keputusan  No.  821.2 /SK/39 /2008  tangga l  8  Agustus  2008  

ten tang  Pemberhent i an  Sementara  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Maluku  Tenggara ,  tangga l  14  Agustus  2008,  

yang  sa lah  satu  tembusannya  di tu j u kan  kepada  Menter i  

Dalam Neger i  Republ i k  Indones ia ;

8. Bahwa  se lan ju t nya  Menter i  Dalam  Neger i  menanggap i  

Sura t  yang  disampaikan  oleh  Penggugat  dan  menyura t i  

Gubernur  Maluku ,  Sura t  No.  871.212 .2 /4519 /SJ  tangga l  

01  September  2008,  per iha l  Pembata lan  Sura t  Keputusan  

No.  821.2 /SK/39 /2008  tangga l  8  Agustus  2008  ten tang  

Pemberhent i an  Sementara  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  

Maluku  Tenggara ,  dengan  tu juan  agar  Gubernur  Maluku  

membata lkan  atau  menyuruh  Tergugat  untuk  membata lkan  

Sura t  Keputusan  (obyek  sengke ta )  dan melarang  Tergugat  

untuk  melakukan  Mutas i  Pegawai ,  sebab  ber ten tangan  

dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  Pasa l  132A  ket i ga  atas  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  49  Tahun  2008,  ten tang  

Perubahan  Ket iga  atas  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6 Tahun  

2005  ten tang  Pemi l i han ,  Pengesahan  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah ;

9. Bahwa  sete lah  Gubernur  Maluku  melakukan  peneguran  

kepada  Tergugat  akan  te tap i  kenya taannya  Tergugat  

t i dak  menghi raukan  teguran  Gubernur  dan  menyampingkan  

Pera tu ran  Perundang- undangan,  yang  dalam  pada  i t u  

Tergugat  t i dak  membata lkan  obyek  sengketa ,  te tap i  

jus t r u  mengangkat  mantan  Kepala  Dinas  Kelau tan  dan  

Per i kanan  Kabupaten  Maluku  Tenggara  sebaga i  Pl t .  
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Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara ;  

10.Bahwa  Tergugat  dengan  arogans inya  te tap  memaksakan  

untuk  memberhent i kan  Penggugat  dar i  Jabatan  Sekre ta r i s  

Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  dengan  a lasan  

sebaga imana  disebu tkan  d ida lam  obyek  sengketa  huru f  

(a )  dengan  memi l i k i  kwal i f i k a s i  Hukuman  Dis ip l i n  

Bera t ,  t i ndakan  Tergugat  sangat  ber ten tangan  dengan  

Pasa l  9  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  30  Tahun  1980,  

ten tang  Pera tu ran  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l .  Sebab 

menuru t  Pera tu ran  Pemer in tah  te rsebu t  d i  atas  sebe lum 

Tergugat  menja tuhkan  sanks i  kepada  Penggugat  te r l eb i h  

dahu lu  Tergugat  waj ib  memanggi l  Penggugat  atau  

memer in tahkan  Pejaba t  Bawahan Terguga t  untuk  memanggi l  

dan  melakukan  pemer iksaan  te rhadap  Penggugat  ba ik  

secara  l i s an  maupun  te r t u l i s  te rka i t  dengan  dugaan  

pelanggaran  d is i p l i n .  Kenyataannya  Penggugat  t i dak  

pernah  melakukan  pelanggaran  dis i p l i n  dan t i dak  pernah  

dipangg i l  secara  l i s an  maupun  te r t u l i s  o leh  Tergugat  

untuk  memer in tahkan  Pejaba t  Bawahan  Tergugat  untuk  

memanggi l  dan melakukan  pemer iksaan  te rhadap  Penggugat  

ba ik  secara  l i s an  maupun te r t u l i s ;

11. Bahwa  oleh  karena  Penggugat  t i dak  melakukan  

t i ndak  pidana  dan  t i dak  ada  Keputusan  Pengad i l an  yang  

memi l i k i  kekuatan  hukum  te tap ,  maka  t i ndakan  dan  

perbua tan  Tergugat  dengan  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

(obyek  sengketa )  yang  memberhent i kan  sementara  

Penggugat  dar i  Jabatan  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  

Maluku  Tenggara  adalah  merupakan  kwal i f i k a s i  hukuman 

dis i p l i n  bera t  dan sangat  ber ten tangan  dengan  Pasal  24  

Undang- Undang  No.  43  Tahun  1999  ten tang  Perubahan  

Undang- Undang  No.  8  Tahun  1974  ten tang  Pokok- Pokok  

Kepegawaian ;

12. Bahwa  se la i n  i t u ,  sebe lum  Tergugat  menerb i t k an  

Sura t  Keputusan  (obyek  sengketa )  Tergugat  t i dak  

melaksanakan  prosedura l  sebaga imana  dia tu r  dalam Pasa l  

14  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  9  Tahun  2003,  

ten tang  Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  

Pemberhent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  jo  Pasa l  130  ayat  
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(2 )  Undang- Undang  No.  32  Tahun  2004,  ten tang  

Pemer in tah  Daerah  ya i t u  da lam  hak  melakukan  

pengangkatan  dan  pemberhent i an  Pejaba t  St ruk tu ra l  

Eselon  I I ,  harus  melakukan  konsu l t a s i  secara  te r t u l i s  

dengan Gubernur ;

13. Bahwa te rnya ta  di te r b i t k an  Sura t  Keputusan  (obyek  

sengketa )  dan  oleh  karena  Tergugat  t i dak  menyetu ju i  

keb i j akan   Penggugat  yang  didasarkan  atas  Sura t  

Gubernur  No.  900/1740 ,  tangga l  25  Ju l i  2008,  per iha l  

Pencar i an  Dana  KPUD Maluku  Tenggara ,  untuk  menunjang  

pers i apan  pelaksanaan  Pi l kada  Bupat i /Wak i l  Bupat i  

Maluku  Tenggara  dan  Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  Tual ,  

sebab  Terguga t  pada  saat  i t u  t i dak  di te t apkan  oleh  

KPUD sebaga i  sa lah  satu  ca lon  Bupat i ,  karena  t i dak  

lu l us  ver i f i k a s i  admin i s t r a s i .  Maka ak iba tnya  Terguga t  

menggunakan  wewe- nangnya  dengan  tu j uan  la i n  dar i  

maksud  diber i kannya  wewenang  te rsebu t  tanpa  

memperhat i kan  dan  atau  menyampingkan  keten tuan  hukum 

dan Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang Baik ,  maka secara  

emosiona l  Tergugat  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  sengketa ;  

14. Bahwa t i ndakan  dan perbua tan  Tergugat  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  (obyek  sengketa )  yang  memberhent i kan  

Penggugat  dar i  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Maluku  

Tenggara  ada lah  perbua tan  sewenang- wenang  dan  

melanggar  Pera tu ran  Perundang- undangan  sesua i  

keten tuan  Pasal  53 ayat  (2a)  Undang- Undang No.  5 Tahun  

1986  jo  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  anta ra  la i n  :  

1. Menuru t  Pasa l  122  ayat  (3 )  Undang- Undang  No.  32  

Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  dinya takan  

bahwa  “Sekre ta r i s  Daerah  untuk  Kabupaten /Ko ta  

diangka t  dan  diberhen t i k an  oleh  Gubernur  atas  usu l  

Bupat i /Wa l i k o t a  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang-

undangan” ,  d imana  mekanismenya  dia tu r  da lam 

pen je lasan  pasa l  te rsebu t  ya i t u  “un tuk  peng is i an  

Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten /Ko ta ,  Bupat i /Wa l i k o t a  

mengajukan  3 ( t i ga )  ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  
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kepada  Gubernur  se lan ju t nya  atas  dasar  usu lan  

te rsebu t  Gubernur  berkonsu l t a s i  dengan  Menter i  

Dalam  Neger i  untuk  member ikan  pen i l a i an  te rhadap  

ca lon - ca lon  ser ta  member ikan  perse tu j uan  te rhadap  

sa lah  satu  ca lon  yang  pal i ng  memenuhi  persya ra tan  

untuk  diangka t  o leh  Bupat i /Wa l i k o t a .  Kenyataannya  

Tergugat   t i dak  menghi raukan  Undang- Undang  

dimaksud;

2. Menuru t  Pasa l  132  A ayat  1,2  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  49  Tahun  2008,  ten tang  Perubahan  Ket iga  atas  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  Tahun  2005  ten tang  

Pemi l i han ,  Pengesahan  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah ;

Ayat  (1 )  :  Pejaba t  Kepala  Daerah  atau  Pelaksana  

Tugas  Kepala  Daerah  sebaga imana  d imaksud  di  da lam 

Pasa l  130 ayat  (1 )  dan (3)  ser ta  Pasal  131 ayat  (4 )  

atau  yang  diangka t  untuk  mencalonkan /  d ica lonkan  

menjad i  ca lon  Kepala  Daerah /Wak i l  Kepala  Daerah,  

d i l a r ang  :

a. Melakukan  mutas i ;

b. Membata lkan  per jan j i a n  yang  dike lua r kan  Pejaba t  

sebe lumnya  dan/a tau  mengeluarkan  per jan j i a n  yang  

ber ten tangan  dengan  yang  dike lua r kan  Pejaba t  

sebe lumnya;

15.Bahwa  t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

(obyek  sengketa )  secara  sewenang- wenang  dan  sangat  

menyalah i  Asas- Asas  Umum  Pemer in tahan  Yang  Baik  

menuru t  Pasa l  53  ayat  (2b)  Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986  jo  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  ya i t u  :

- Asas  prosedura l / f o rma l  ya i t u  sebe lum  Terguga t  

membuat  Sura t  Keputusan  Pemberhen t i an  dar i  Jabatan  

te r l eb i h  dahu lu  Tergugat  waj ib  menuru t  hukum untuk  

melakukan  konsu l t as i  te r t u l i s  dengan  Gubernur ,  

mengenai  ta ta  cara  pengangkatan  dan  pemberhent i an  

Sekre ta r i s  Daerah/Ko ta .  Sela in  i t u  pu la  j i k a  

Tergugat  berke ing i nan  untuk  member i kan  hukuman 

dis i p l i n  kepada  Penggugat ,  maka  hal  yang  pal i ng  
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utama,  Tergugat  waj ib  memanggi l  Penggugat  atau  

memer in tahkan  Pejaba t  Bawahan  Terguga t  untuk  

memanggi l  dan    melakukan  pemer iksaan  te rhadap  

Penggugat  ba ik  secara  l i san  maupun te r t u l i s  te rka i t  

dengan  dugaan  pelanggaran  dis i p l i n ,  dan  da lam  pada  

waktu  i t u  waj i b  dibe r i k an  kesempatan  kepada  

Penggugat  untuk  melakukan  pembelaan  di r i .  

Kenyataannya  Penggugat  t i dak  menja lankan  mekanisme  

atau  prosedur / f o rma l  d imaksud,  dan  dengan  ser ta  

merta  Tergugat  membuat  Sura t  Keputusan  sebaga i  

obyek  sengketa  seh ingga  sangat  merug ikan  Penggugat ;

- Asas  Kepast i an  Hukum ada lah  asas  dalam Negara  Hukum 

yang  mengutamakan  landasan  Pera tu ran  Perundang-

undangan,  keputu - san,  dan  kead i l an  da lam  set i ap  

keb i j akan  penye lenggaraan  Negara ,  kenya taannya  

Sura t  Keputusan  Terguga t  sebaga i  obyek  sengketa  

t i dak  didasarkan  pada  asas  kepast i an  hukum  yang  

ber laku ;

17.Bahwa  ak iba t  dar i  d i t e rb i t k annya  obyek  sengke ta  yang  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber laku  dan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  

maka  Penggugat  mengalami  kerug ian ,  d imana  Penggugat  

sudah  t i dak  lag i  menjabat  sebaga i  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Maluku  Tenggara ,  dan  sudah  t i dak  lag i  

mener ima  tun jangan  jaba tan ,  bahan  bakar  ser ta  honor  

in t e rna l  dan  eks te rna l .  Sela in  i t u  Penggugat  sangat  

merasa  malu  kepada  masyaraka t  Maluku  Tenggara ,  seo lah -

olah  Penggugat  te l ah  melakukan  perbua tan  yang  

merug ikan  kepent i ngan  umum;

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  mohon agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Ambon 

member ikan  putusan  sebaga i   ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  

Tergugat  No.  821.2 /  SK/39/J /2008 ,  ten tang  

Pemberhent i an  Sementara  Drs .  Nurd in  Rahawar in ,  MM. 

dar i  Jabatan  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Maluku  
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Tenggara  tangga l  8 Agustus  2008;  

3. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  No.  821.2 /SK/39 / J / 2008 ,  ten tang  

Pemberhent i an  Sementara  Drs .  Nurd in  Rahawar in ,  MM. 

dar i  Jabatan  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Maluku  

Tenggara  tangga l  8 Agustus  2008;

4. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mengembal i kan  

dan  menugas- kan  Penggugat  sebaga i  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Maluku  Tenggara - Tual  pada  keadaan  semula  

( rehab i l i t a s i )  dan  membayar  semua  hak- hak  yang  

patu t  d i te r ima  o leh  Penggugat  sebaga i  Sekre ta r i s  

Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara ;

5. Membebankan  kepada  Tergugat  untuk  membayar  biaya  

perkara ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te lah  mengajukan  ekseps i  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Bahwa pada  pokoknya  Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l  

gugatan  Penggugat  kecua l i  yang  secara  tegas  

dibenarkan  oleh  Penggugat ;

2. Bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Ambon  atas  Sura t  Keputusan  

Tergugat  No.  821.2 /SK/39 / J / 2008 ,  ten tang  

Pemberhent i an  Sementara  Drs .  Nurd in  Rahawar in ,  MM. 

dar i  Jabatan  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Maluku  

Tenggara ,  tangga l  08  Agustus  2008  ada lah  sa lah  

alamat ,  karena  menuru t  Pasa l  2 ayat  3 Undang- Undang  

No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  te lah  di rubah  dengan  Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  secara  tegas  menyatakan  “Yang  

t i dak  te rmasuk  da lam  penger t i an  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  menuru t  Undang- Undang  in i  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  masih  memer lukan  

perse tu j uan ” ;

3. Bahwa  dasar  kebera tan  Terguga t  sebaga imana  but i r  

8
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(2 )  d ia tas  ada lah  didasarkan  pada  Pasa l  14 ayat  (2 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  9  Tahun  2003  ten tang  

Wewenang  Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  Pember-

hent i an  Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  berbuny i  

“Pengangka tan  dan  pemberhen t i an  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten /Ko ta  dan  Pejaba t  St ruk tu ra l  Eselon  I I  

sebaga imana  dimaksud  dalam ayat  (1 )  huru f  a,  b  dan  

c,  d i l akukan  sete lah  berkonsu l t a s i  secara  te r t u l i s  

dengan  Gubernur ” .  Oleh  karena  i t u  Keputusan  

Tergugat  t i dak  te rmasuk  dalam  l i ngkup  Keputusan  

Tata  Usaha Negara ;

4. Bahwa  gugatan  Penggugat  dida f t a r kan  pada  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Ambon 

pada  tangga l  27  Oktober  2008,  sedangkan  penetapan  

s idang  pada  tangga l  22  Desember  2008  dan  perubahan  

gugatan  baru  di t e r ima  pada  tangga l  24  Desember  

2008,  ha l  in i  je l as - je l as  ber ten tangan  dengan  

batasan  waktu  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasal  59 

ayat  (3 )  jo  Pasal  63  ayat  (3 )  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  di rubah  dengan  Undang- Undang  No.  

5 Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Ambon No.  21/G.TUN/2008/PTUN.ABN.  tangga l  17 Jun i  

2009 ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

I . DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  Ekseps i  Terguga t ;  

I I . DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Bupat i  Maluku  

Tenggara  (Terguga t )  No.  821.2 /SK/39 / J / 2008 ,  ten tang  

Pemberhent i an  Sementara  Drs .  Nurd in  Rahawar in ,  MM. 

dar i  jaba tan  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Maluku  

Tenggara  tangga l  08 Agustus  2008;

3. Memer in tahkan  kepada  Bupat i  Maluku  Tenggara  

(Terguga t )  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  No.  
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821.2 /SK/39 / J / 2008 ,  ten tang  Pemberhent i an  Sementara  

Drs .  Nurd in  Rahawar in ,  MM. dar i  jaba tan  Sekre ta r i s  

Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  tangga l  08 Agustus  

2008;  

4. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  mengembal i kan  

dan  menugaskan  Penggugat  sebaga i  Sekre ta r i s  Daerah  

Kabupaten  Maluku  Tenggara  (Tua l )  pada  keadaan  

semula  (Rehab i l i t a s i )  dan  membayar  semua  hak- hak  

yang  patu t  d i te r ima  o leh  Penggugat  sebaga i  

Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara ;

5. Menghukum Bupat i  Maluku  Tenggara  (Terguga t )  untuk  

membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  458.000 , -  (empat  

ra tus  l ima  puluh  delapan  r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha Negara  Makassar  No.  77/B .TUN/2009 /PT.TUN.Mks.  

tangga l  30 Oktober  2009 adalah  sebaga i  ber i ku t  :

- Mener ima  permohonan band ing  dar i  Tergugat /Pemband ing ;

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Ambon 

tangga l  17 Jun i  2009 No.  21/  G.TUN/2008/PTUN.Abn.  yang  

dimohonkan  band ing ;  

- Menghukum  Tergugat /Pemband ing  untuk  membayar  biaya  

perkara  da lam kedua  t i ngka t  Pengad i l an ,  untuk  t i ngka t  

band ing  d i t e t apkan  sebesar  Rp.  250.000 , -  (dua  ra tus  

l ima  puluh  r ibu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  yang  te l ah  

mempunya i  kekuatan  hukum te tap  i . c .  putusan  Pengad i l an  

Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  No.  

77/B .TUN/2009 /PT.TUN.Mks.  tangga l  30  Oktober  2009  

dibe r i t a hukan  kepada  Terguga t  dahu lu  Pembanding  pada  

tangga l  18  November  2009  kemudian  te rhadapnya  oleh  

Tergugat  dahu lu  Pembanding   dengan  peran ta raan  kuasanya ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l   07  Januar i  2010  

dia j ukan  permohonan  penin jauan  kembal i  secara  l i san  di  

Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Ambon  pada  

tangga l   11 Februar i  2010  sebaga imana  te rnya ta  dar i  Akte  

Permohonan  Penin jauan  Kembal i  No.  

21/G.TUN/2008/PTUN.ABN.  yang  dibua t  o leh  Pani te r a  
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Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Ambon  dise r t a i  dengan  

memor i  a lasan- alasannya  yang  di te r ima  di  Kepani te r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  pada  har i  i t u  

juga ;

Menimbang,  bahwa  ten tang  permohonan  penin jauan  

kembal i  te rsebu t  te l ah  dibe r i t a hu  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama pada  tangga l    22  Februar i  2010  kemudian  

te rhadapnya  o leh  pihak  lawannya  te lah  dia jukan  jawaban  

yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Ambon pada tangga l  23 Maret  2010;   

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  i t u  sesua i  dengan  

Pasa l  68,  69,  71  dan  72  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  

3 Tahun  2009  permohonan  pen in jauan  kembal i  a quo beser ta  

alasan- a lasannya  yang  dia j ukan  dalam tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  di ten tukan  Undang- Undang,  maka  o leh  

karena  i t u  fo rma l  dapat  d i te r ima ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  te l ah  

mengajukan  alasan- alasan  pen in jauan  kembal i  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Ambon 

No.  21/G.TUN/  2008/PTUN.ABN te r t angga l  17  Jun i  2009  

yang  dipe rkua t  dengan  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Makassar  No.  77/B .TUN/2009 /  

PT.TUN.Mks.  te r t angga l  30 Oktober  2009  adalah  t i dak  

adi l  dan  ber ten tangan  dengan  lampi ran  dan  merupakan  

keten tuan  hukum  yang  ber laku  sebaga imana  

diamanatkan  Ketua  Muda Mahkamah Agung  Bidang  Tata  

Usaha  Negara  dalam  sura tnya  No.  223/ td .TUN/X/1993  

te r t angga l  14  Oktober  1993  per iha l  Juk lak  yang  

di rumuskan  dalam  pela t i han  pemantapan  ket rampi l an  

Hakim  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  tahap  2  Tahun  

1992,  yang  anta ra  la i n  mengatu r  bahwa putusan  Tata  

usaha  Negara  menyangkut  skors i ng  t i dak  dapat  

d i j ad i kann  sebaga i  obyek  sengketa  Tata  Usaha  

Negara ;  
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Untuk  i t u  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  merasa  per lu  

untuk  menelaah  leb ih  jauh  ten tang  makna kata  skors i ng  

menuru t  bahasa  Indones ia ;

Menuru t  Kamus  Besar  Bahasa  Indones ia  karangan  Umi  

Chulsum,  S.Pd.  dan Windy  Novia ,  S.Pd.  penerb i t  Kashiko  

Surabaya ,  cetakan  I  Tahun  2006  halaman  627,  

menje laskan  bahwa  skors i ng  ada lah  pembebasan  tugas  

untuk  sementara  waktu / j angka  waktu  te r t en t u ;  

Dar i  makna  kata  sebaga imana  diu ra i kan  dalam  Kamus 

Besar  Indones ia  d ia tas  je l as l ah  bhawa 

nomenkla tu r / penamaan  Keputusan  Bupat i  Maluku  Tenggara  

yang  di j ad i kan  obyek  sengketa  ada lah  “pemberhen t i an  

sementa ra  Drs .  Nurd in  Rahawar in ,  MM.  sebaga i  

Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara ”  t i dak  

dapat  d ika tego r i k an  sebaga i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in i  karena  je l as - je l as  ber ten tangan  dengan  

amanat  Ketua  Muda  Mahkamah  Agung  Bidang  Tata  Usaha 

Negara  dalam Sura tnya  No.  223/ td .TUN/X/1993  te r t angga l  

14  Oktober  1993  per iha l  Juk lak  yang  di rumuskan  da lam 

pela t i han  pemantapan  ket ramp i l an  Hakim  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  tahap  2 Tahun 1992;

2. Bahwa  te rnya ta  Pani te ra  yang  iku t  ser ta  da lam 

menyidangkan  perkara  in i  pada  t i ngka t  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  d i  Ambon mempunyai  i s t e r i  bernama 

Masturna  dan  bermarga  sama dengan  Penggugat  ya i t u  

Rahawar in  ser ta  masih  memi l i k i  hubungan  kekeraba tan  

yang  sangat  era t  dengan  Penggugat  sebaga imana  

kete rangan  yang  dibe r i kan  Abdul  Rahman  Rahawar in ,  

yang  diber i  tanda  P.1 ;

Oleh  karena  i t u ,  menuru t  Pasal  78  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te lah  di rubah  dengan  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004  maka Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

te rsebu t  harus lah  dipe r i k sa  u lang ;

Menimbang,  bahwa  atas  alasan- alasan  te rsebu t  
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Mahkamah Agung berpendapat  sebaga i  ber i ku t  :

mengenai  alasan- alasan  ke.  1 dan 2 :

Bahwa  alasan- alasan  in i  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

karena  dalam putusan  t i ngka t  per tama  dan  t i ngka t  band ing  

Judex  Fakt i  t i dak  te rdapa t  kekh i l a f an  Hakim  atau  

keke l i r u an  yang  nyata  sebaga imana  yang  d imaksud  da lam 

Pasa l  67  huru f  f  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  

sebaga imana  yang  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang No.  5 

Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  

3  Tahun  2009,  seh ingga  t i dak  bisa  di j ad i kan  sebaga i  

a lasan  untuk  membata lkan  Putusan  te rsebu t ;  

Bahwa  Novum  (Juk lak  MA-RI  No.  223/TD.TUN/X/1993  

tangga l  14  Oktober  1993)  ten tang  ”Pemberhen t i an  

Sementara ”  bukan  obyek  gugatan  Tata  Usaha  Negara  harus  

din i l a i  secara  kasu is t i s .  Oleh  Judex  Fact i  Tingka t  I  

te lah  dipe r t imbangkan  secara  tepa t  dan  benar  

(per t imbangan  putusan  hal .  16 s/d  18)  seh ingga  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  obyek  sengketa  dikwa l i f i s i r  sebaga i  

”Pembebasan  dar i  Jabatan” ;

Bahwa  ada  hubungan  ke lua rga  karena  perkawinan ,  

d iban tah  oleh  Termohon  Penin jauan  Kembal i  yang  benar  

ada lah  ”Semarga”  te tap i  bukan  hubungan  perkawinan  

seper t i  d imaksud  dalam Undang- Undang No.  1 Tahun 1974;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  te r - sebut  d i  atas ,  maka  permohonan  

pen in jauan  kembal i  yang  dia j ukan  oleh  :  BUPATI  MALUKU 

TENGGARA te rsebu t  ada lah  t i dak  bera lasan  hukum,  seh ingga  

harus  di to l ak ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  Penin jauan  

Kembal i  sebaga i  p ihak  yang  ka lah ,  maka  harus  d ihukum 

untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  pen in j auan  kembal i  

in i ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

te lah  diubah  dengan   Undang- Undang  No.  5 Tahun  2004  dan  

perubahan  yang  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  
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2009  dan  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  

ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan ;

                         M E N G A D I  L I  :

Menolak  permohonan  pen in j auan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  :  BUPATI  MALUKU TENGGARA te rsebu t ;

Menghukum Pemohon Penin jauan  Kembal i / Te rguga t  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam  pen in jauan  kembal i  in i  

d i t e t apkan  sebesar   Rp.  2.500 .000 , -  (dua  ju t a  l ima  ra tus  

r i bu  rup iah ) ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Kamis  tangga l  26  Agustus  2010  

oleh   Dr .  H.  IMAM SOEBECHI,  SH. ,MH. ,  Hakim  Agung  yang  

di t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i  Ketua  

Maje l i s ,  Dr .  H.  SUPANDI,  SH. ,MHum.  dan  H.  YULIUS,  

SH. ,MH. ,  Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  

diucapkan  dalam s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i   i t u  

juga  oleh  Ketua  Maje l i s        beser ta    Hakim- Hakim  

Anggota    te rsebu t   dan   d iban tu    o leh   RAFMIWAN 

MURIANETI ,  SH. ,MH.    Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  para  pihak .

Hakim- Hakim  Anggota  :  

K e t  u a :

Ttd /Dr .  H.  SUPANDI,  SH. ,MHum.        Ttd /Dr .  H.  IMAM 

SOEBECHI,  SH. ,MH.

Ttd /H .  YULIUS,  SH. ,MH.
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Pani te ra  Penggant i  :

     Ttd /RAFMIWAN MURIANETI ,  

SH. ,MH.    

Biaya- biaya  :

1.  M e t  e r  a i…………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rp.  

6.000 , -

2.  R e  d  a  k  s  i…………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…  Rp.  

5.000 , -

3.  Admin is t r a s i  Penin jauan  kembal i  …..….  Rp.  2.489 .000 , -

    Jumlah   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .  Rp.  2.500 .000 , -

Untuk  Sal inan

MAHKAMAH AGUNG R. I .

a.n .  Pani te r a  

Pani te ra  Muda Tata  Usaha Negara ,

ASHADI,  SH.

NIP.  :  220000754   
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